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 Penelitian ini menggunakan Library Research ( penelitian kepustakaan ) yaitu 
dengan mengambil data dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini 
yang menjadi bahan hukum primernya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dan Kompilasi Hukum Islam. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah 
Comparative Approach ( pendekatan perbandingan ) dengan menggunakan metode 
perbandingan hukum penalaran ( Descriptive Comparative Law ) yaitu memberikan 
suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur dalam 
berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut. Metode pengolahan dan 
analisis data dilakukan dengan penafsiran perbandingan hukum yaitu mengusahakan 
penyelesaian suatu isu hukum ( legal issue ) dengan membandingkan berbagai stelsel 
hukum dengan menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode 
induktif sebagai tata kerja penunjang. 
 Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat diketahui bahwa hak 
perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi karena beberapa hal 
yaitu perwalian kepada orangtua yang hidup lebih lama jika salah seorang orangtua 
meninggal dunia, jika keduanya meninggal maka dapat melalui wasiat, kemudian karena 
putusan pengadilan atau hakim yang dapat dilakukan apabila perkawinan putus karena 
kematian, perceraian maupun putusan pengadilan dan hilangnya kekuasaan orangtua 
karena dipecat atau dibebaskan. Hak perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam terjadi 
jika salah seorang atau kedua orangtua meninggal dunia. Jika salah seorang orangtua 
meninggal dunia, perwalian berada di tangan orangtua yang hidup lebih lama. Jika 
keduanya meninggal dapat dilakukan dengan wasiat. Persamaannya, hak perwalian dari 
salah seorang orangtua yang meninggal dunia berpindah secara langsung kepada 
orangtua yang  hidup lebih lama, dan hak perwalian dari kedua orangtua yang meninggal 
dunia dapat terjadi karena wasiat. Perbedaannya, putusnya perkawinan karena kematian, 
perceraian dan putusan pengadilan dapat, menimbulkan hak perwalian dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perwalian 
dapat terjadi hanya karena putusnya perkawinan karena kematian, sedangkan 
perkawinan yang putus karena perceraian dan putusan pengadilan tidak menimbulkan 
perwalian melainkan hanya pemeliharaan anak (hadhanah) .    
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1. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan 
dengan huruf , dalam Transliterasi  ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin. 
 
Huruf Arab  Nama Huruf Latin  Huruf Latin  Nama  
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t te ت
 (ṡa ṡ                        es   (dengan titik di atas ث
 jim  j je ج
 (a   ha (dengan titik di bawah ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de  د
 (żal     ż zet (dengan titik di atas ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es ش
 ad  es dan ye ص
 ad                                               de (dengan titik di ض
bawah) 
 (a  te (dengan titik di bawah ط
 (a  zet (dengan titik di bawah ظ
 ain .‘. koma terbalik di atas‘ ع
  gain g ge غ
 fa f ef ف
  qaf q ki ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن




 ha h ha ه
.. hamzah ء .. apostrof  
 ya y ye ي
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
translitasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
                 fat ah  a  a  
               Kasrah  i i 
      ,          ommah  u u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf , translitasenya gabungan huruf. 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 
 Fat ah dan ya ai a dan i    ..... ْي  
ْو......    Fat ah dan wau au a dan u 
 
c. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
translitasenya berupa huruf dan tanda. 
Harkat dan Huruf Nama      Huruf  Nama 




ى.َ....ا.... َ...  Fat ah dan              a                      a dan garis 
 Alif atau ya 
ى..ٍ...  kasrah dan ya     i                       i dan garis  
                                                                                                        di atas 
و...ُ.  ammah dan                u                      u dan garis 
                                           Wau                                    di atas      
 
3. Ta Marbutah     
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat ah, kasrah, dan 
ammah, transliterasenya adalah /t/. 
b. Ta marbutah mati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
 
4. Syaddah (Tsaydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 
yang diberi tanda syaddah itu 
 




Kata sandang dalan system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : 
 Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata . ال
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya,yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung diikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah   
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 
 
6. Hamzah  
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir 
kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 
tulisan Arab berupa alif. 
 
7. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 






8.  Huruf Capital 
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf 
kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf 
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 




Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu 
keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
 
Dikutip dari : Tim  Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-
Latin, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur 
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A. Latar Belakang Masalah 
  Tujuan dari sebuah perkawinan adalah memperoleh keturunan. 
Keturunan merupakan generasi penerus bagi kedua orangtuanya. Untuk itu 
orangtua akan berusaha keras untuk mendidik seorang anak agar menjadi 
seorang yang dapat dibanggakan. Orangtua berusaha penuh agar dapat 
melindungi, menjaga, dan mengawasi anaknya dengan sebaik-baiknya agar 
tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk itu seorang anak memerlukan 
seseorang yang mampu membimbing dan mendidiknya agar tumbuh dan 
berkembang dengan semestinya. 
  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak 
antara lain adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan merupakan faktor 
yang sangat penting dalam pertumbuhan anak karena dari lingkunganlah 
pribadi seorang anak terbentuk. Seorang anak yang tumbuh di tempat yang 
baik maka akan terbentuk anak yang baik, sedangkan seorang anak yang 
tumbuh di tempat yang buruk maka akan terbentuk anak yang buruk pula. 
  Besarnya pengaruh lingkungan akan dapat diatasi dengan adanya 
orangtua yang mampu memberikan pendidikan dan pengawasan kepada anak 
tersebut. Namun bagaimana jika orangtua tidak mampu mendidik anak karena 
hal-hal tertentu, misalnya karena perceraian, kedua orangtuanya sudah 
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meninggal dunia atau orangtuanya tidak diketahui keberadaannya. Maka 
perwalian adalah jalan keluar bagi anak-anak yang tidak memiliki ataupun 
memiliki orangtua namun tidak cakap hukum. 
  Perwalian yang dimaksud di sini adalah perwalian terhadap anak yang 
belum mencapai usia 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan yang 
orangtuanya mengalami putus perkawinan, baik putus karena kematian, 
perceraian atau putusan pengadilan. 
 Hukum Islam sendiri memiliki aturan mengenai perwalian, yang dapat 
dilihat dari beberapa ayat yang berkaitan dengan keberadaan wali, yaitu 
QS.Al-Baqarah ayat 282: 
                           
             
Artinya : .…jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur…(Al-Baqarah 
2:282).1 
 
Juga firman-Nya, QS.An-Nisa’ ayat 5: 
                            
            
                                                             
  1 Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-




Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna  akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 
belanja dan pakaian (dari hasil hartamu itu) dan ucapkanlah kepada 
mereka kata-kata yang baik.(An-Nisa:4:5).2 
 
 QS.An-Nisa’ ayat 6 
 
                              
                                
                            
     
Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 
Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas 
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) 
sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) 
mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak 
yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu 
menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta 
kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang 
penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas 
(atas persaksian itu). (An-Nisa:4:6).3 
 
                                                             
  2 Al-Qur’an, Surat An-Nisa’ ayat 5, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 
Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2004,  hlm. 77. 
  3 Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-
Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2004, hlm. 77.  
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  Kutipan-kutipan ayat di atas menunjukkan peran, kewajiban dan hak-
hak wali  terhadap anak dan harta yang di bawah perwaliannya.4 
  Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya 
disingkat dengan KUH Perdata, perwalian dan kebelumdewasaaan 
ditempatkan dalam satu bab yaitu bab XV. Pengertian perwalian tidak 
disebutkan secara jelas, namun perwalian dalam hukum perdata berkaitan 
dengan kebelumdewasaan pasal 330 KUH Perdata yaitu “Yang belum dewasa 
adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan 
tidak kawin sebelumnya ”. Dalam pasal tersebut tidak kawin sebelumnya 
berarti  jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun 
maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. 5 Dalam 
penjelasan pasal  330 juga menyebutkan “mereka yang belum dewasa dan 
tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan 
dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini .” 
Bagian 3 adalah Perwalian oleh ayah dan ibu, bagian 4 perwalian yang 
diperintahkan oleh bapak atau ibu, bagian 5 perwalian yang diperintahkan 
oleh Pengadilan Negeri dan bagian 6 berkaitan dengan perwalian oleh 
perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial. 
 
                                                             
  4Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 
1998), hlm. 260. 
 
  5 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 
2007), hlm. 139. 
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  Ada beberapa ahli memberikan arti dari perwalian, antara lain Subekti 
berpendapat perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang di 
bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta 
pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.6 
  Menurut Sudarsono, perwalian adalah pengurusan terhadap harta 
kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa 
sedang anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.7 
  Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan perwalian adalah 
pengawasan oleh seseorang yang disebut wali berkenaan dengan diri dan harta 
kekayaan anak di bawah umur yang tidak di bawah kekuasaan orangtua. 
  Di dalam sistem perwalian menurut KUH Perdata dikenal beberapa 
asas yang pertama yaitu asas tidak dapat dibagi-bagi sesuai dengan pasal 331 
KUH Perdata yang berbunyi ”dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, 
kecuali yang ditentukan dalam pasal 351 dan 361 KUH Perdata.   
  Pengecualian yang dimaksud pada pasal 331 KUH Perdata adalah 
pada dua hal, yaitu jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua 
yang hidup paling lama (langs tlevendeouder), maka kalau ia kawin lagi 
suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, pasal 351 KUH Perdata. 
Kemudian jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (bewindvoerder) 
                                                             
  6 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata  ( Jakarta: Intermasa, 2002),  hlm. 52. 




yang mengurus barang-barang minderjarige di luar Indonesia didasarkan 
pasal 361 KUH Perdata. 
  Kedua, adalah asas persetujuan keluarga, keluarga harus dimintai 
persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak 
diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak 
datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 
KUH Perdata. 
  Pengertian perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya 
disingkat dengan KHI adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang 
untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan 
dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua 
yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 8Yang dimaksud 
dengan kewenangan dalam definisi tersebut adalah kewenangan yang 
diberikan kepada seseorang untuk melakukan perwalian berdasarkan 
penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian 
dalam definisi tersebut ada kata bertindak sebagai wakil, artinya wali tersebut 
merupakan sebagai pengganti dari orang sebenarnya, yaitu kedua orang 
tuanya dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak. Lalu 
dalam definisi terdapat kata “Tidak mempunyai orang tua atau tidak cakap 
                                                             
  8 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam ( Bandung: Citra Umbara, 2012 ), hlm. 324. 
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melakukan perbuatan hukum” berarti kedua orang tuanya meninggal dunia 
atau hilang dan boleh jadi pergi tanpa kabar apapun kepada anaknya, sehingga 
dapat menelantarkan anak. Yang dimaksud dengan tidak cakap hukum adalah 
orang tidak berhak dalam melakukan perbuatan hukum. Orang yang tidak 
cakap hukum antara lain : orang gila, anak-anak dan orang dibawah 
pengampuan. 
  Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki 
kedua orangtua, atau karena kedua orangtuanya tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum.9 
  Baik dalam KUH Perdata maupun KHI sama-sama memiliki aturan 
sendiri mengenai perwalian termasuk bagaimana proses perpindahan hak 
perwalian terjadi pasca putusnya  perkawinan, misalnya salah seorang atau 
kedua orangtua meninggal dunia atau bagaimana jika orangtuanya bercerai, 
siapa yang akan menjadi wali bagi si anak. Oleh karena perwalian dilakukan 
terhadap diri pribadi seorang anak dan terhadap harta kekayaannya, seringkali  
dalam proses perpindahan haknya terjadi perselisihan tentang siapa yang lebih 
berhak atas perwalian anak tersebut.   
                                                             




  Berdasarkan uraian di atas penulis melihat perlu dilakukan suatu 
penelitian dalam bentuk skripsi dengan  judul, yaitu: HAK PERWALIAN 
PASCA PUTUS PERKAWINAN ( Studi Komparasi Antara Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ). 
B. Batasan Istilah  
 Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk 
melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan 
atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtua masih 
hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.10 
 Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun 
dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.  
 Putus perkawinan adalah keadaan  tidak adanya lagi ikatan antara 
suami dan isteri karena adanya perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. 
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)  adalah 
kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi 
kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan 
yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda. KUH Perdata adalah 
kitab undang-undang yang memuat hukum perdata yang terdiri dari 4 bagian, 
                                                             
  10 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam, Loc. Cit. 
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yaitu hukum orang, hukum benda, hukum perikatan dan pembuktian dan 
daluwarsa.11 
 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah  adalah merupakan kodifikasi 
hukum Islam dibidang muamalah yang berlaku dalam yuridiksi Pengadilan 
Agama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.12 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 
1. Bagaimana aturan hak perwalian pasca putus perkawinan dalam KUH 
Perdata  dan KHI ? 
2. Apakah persamaan dan perbedaan hak perwalian dalam KUH Perdata 
dan KHI ? 
D. Tujuan Penelitian  
  Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui aturan mengenai hak perwalian pasca putusnya 
perkawinan baik dalam KUH Perdata maupun KHI. 
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai hak perwalian 
dalam KUH Perdata dan KHI. 
E. Kegunaan Penelitian 
  Kegunaan penelitian ini diharapkan : 
                                                             
  11 J.C.T.Simorangkir, dkk, Kamus Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 23. 
  12 Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 2003), hlm. 969. 
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1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hak 
perwalian pasca putusnya perkawinan baik dalam KUH Perdata 
maupun KHI. 
2. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai hak perwalian pasca 
putusnya perkawinan baik dalam KUH Perdata maupun KHI. 
F. Kajian Terdahulu 
 Perwalian adalah masalah yang sebelumnya sudah pernah diteliti 
dalam bentuk skripsi di STAIN Padangsidimpuan pada tahun 2013 oleh 
Nurhotia dengan judul skripsi “Pelaksanaan Perwalian Anak di Desa 
Batugana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara 
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ” . Skripsi tersebut menjelaskan 
mengenai pelaksanaan perwalian anak di   Desa Batugana Kecamatan Padang 
Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum sesuai dengan KHI. 
Ketentuan perwalian dalam KHI terdapat pada pasal-pasal berikut ini: 
a. Pasal 107 
1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun 
dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan. 
2. Perwalian itu meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. 
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas 
perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menujuk salah seorang 
kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat 
tersebut. 
b. Pasal 110 
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1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada 
dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban 
memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya 
untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya. 
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta 
orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan 
tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah 
perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat 
dihindarkan. 
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat 
kesalahan atau kelalaiannya. 
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pertanggung jawaban wali tersebut 
ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu 
tahun sekali.  
Menurut informasi yang didapatkan peneliti tersebut, perwalian yang 
di desa Batugana terjadi dengan berbagai alasan antara lain, meninggalnya 
salah seorang dari orangtua si anak yang berada di bawah perwalian, ayah si 
anak tidak cakap dalam bertindak hukum sehingga ibu si anak tersebut tidak 
ingin hidup bersama lagi, dan akhirnya meninggalkan suami dan anaknya. 
Berdasarkan hal inilah di desa Batugana mengadakan perkumpulan yang 
dihadiri beberapa tokoh masyarakat antara lain Hatobangon, Kahanggi, Anak 
Boru, dan para alim ulama yang bertujuan untuk membicarakan tentang siapa 
yang bertanggung jawab atas anak tersebut. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tersebut, diketahui 
bahwa perwalian di Desa Batugana tidak sejalan dengan KHI, para wali 
cenderung lalai dalam menjalankan kewajibannya karena tidak memberikan 
pendidikan yang sesuai. Anak yang di bawah perwalian tersebut hanya 
menempuh jenjang pendidikan sebatas sekolah menengah atas, bahkan ada 
yang hanya sampai tingkat sekolah dasar, padahal dari segi harta yang 
ditinggalkan orangtua anak tersebut masih cukup untuk menempuh 
pendidikan yang lebih tinggi. 
Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 
dilakukan peneliti adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang 
perwalian yang terjadi di  masyarakat Desa Batugana, sedangkan penelitian 
yang akan dilakukan peneliti membahas tentang perbandingan perwalian 
dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam KUH Perdata dan KHI.   
Penelitian ini penting dilakukan karena dalam prakteknya perwalian 
yang terjadi di masyarakat masih tidak sesuai dengan perundang-undangan, 
perwalian dilakukan hanya dengan hukum adat sehingga tidak ada kekuatan 
hukum yang dapat menjamin kehidupan seorang anak yang berada di bawah 
perwalian beserta harta kekayaannya, sehingga seorang wali tidak dapat 
diminta pertanggung jawabannya berkenaan dengan harta kekayaan yang 
nantinya habis akibat kelalaian si wali. Selanjutnya penelitian ini berguna 
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untuk melihat kesesuaian perwalian di masyarakat dengan yang ada dalam 
perundang-undangan. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sumber Data 
 Adapun objek penelitian ini adalah mengenai hak perwalian pasca 
putus perkawinan yang terdapat dalam BW dan KHI. Sehingga penelitian ini 
merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian 
hukum doktrinal.13 Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum 
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 
(law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian 
normatif juga terbagi dalam beberapa jenis dari perspektif tujuannya, dalam 
hal ini yang menjadi jenis penelitian hukum normatif ini adalah penelitian 
perbandingan hukum yang bertujuan untuk mengetahui persamaan dan 
perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti.14 Oleh karena itu, 
pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari 
bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier. 
a. Bahan hukum primer 
                                                             
  13 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelian Hukum (Jakarta: PT 
Raja Garfindo, 2008 ), hlm. 118. 
  14Ibid., hlm. 130 . 
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 Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 
dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah peraturan 
perundang-undangan berupa kitab undang-undang Hukum Perdata (BW) dan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
b. Bahan hukum sekunder 
 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 
penelitian, atau pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum 
sekunder yang dipakai adalah berupa pendapat pakar hukum yang terangkum 
dalam bentuk buku-buku antara lain buku Pokok-Pokok Hukum Perdata 
karangan Subekti, Hukum Kekeluargaan Nasional karangan Sudarsono, 
Hukum Perkawinan Nasional karangan Sudarsono, Ringkasan tentang Hukum 
Keluarga dan Hukum Waris karangan Subekti, Hukum Orang dan Keluarga 
karangan Soedharyo Soimin, Pengantar Studi Hukum Perdata karangan 
Vollmar, Hukum Islam di Indonesia karangan Ahmad Rafiq, Hukum 
Perkawinan Indonesia karangan Hilman Hadikusuma, Fiqh Munakahat 
karangan Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat karangan Abdul 
Rahman Ghazali, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh 
Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan karangan Amir Syarifuddin. 
c. Bahan hukum tersier  
 Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam 
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penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa 
Indonesia dan ensiklopedia. 
 
2. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan perbandingan ( comparative approach ). Pendekatan 
perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.  
Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk 
membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain atau hukum 
dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu 
juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan 
pengadilan lainnya dengan masalah yang sama.15 
Perbandingan hukum ini menggunakan metode perbandingan hukum 
penalaran ( Descriptive Comparative Law ) yaitu, memberikan suatu ilustrasi 
deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur dalam berbagai 
sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.16 
3. Metode Pengolahan dan Analisis data 
Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis 
datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder 
saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
                                                             
  15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum  (Jakarta: Kencana, 2009 ), hlm. 132. 
  16 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata ( Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 40. 
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hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut 
tidak dapat melepaskan diri dari berbagai penafsiran ( hermeneutik ) yang 
dikenal dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi metode 
penafsiran ( hermeneutik ) yaitu penafsiran perbandingan hukum ; 
mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum ( legal issue ) dengan 
membandingkan berbagai stelsel hukum.  
Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada 
metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata 
kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan 
kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.  
H. Sistematika Pembahasan 
 Adapun sistematika penulisan dalam penelitan ini adalah sebagai 
berikut: 
 Bab I merupakan rancangan awal penelitian, yang terdiri dari latar 
belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, Batasan Istilah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode 
Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 
 Bab II menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan perwalian 
menurut KUH Perdata yang meliputi pengertian putusnya perkawinan, 
pengertian perwalian, asas-asas perwalian, macam-macam perwalian, Hk 
perwalian pasca putus perkawinan menurut KUH Perdata, syarat-syarat 
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perwalian, kewajiban seorang wali, pembebasan dan pemecatan dari 
perwalian, mulainya dan berakhirnya perwalian. 
 Bab III mengungkapkan mengenai perwalian menurut KHI yang 
terangkum dalam beberapa bagian antara lain, pengertian putusnya 
perkawinan, pengertian perwalian, asas-asas perwalian, macam-macam 
perwalain, hak perwalian pasca putus perkawinan menurut KHI, kewajiban, 
hak dan tanggung jawab perwalian, sebab-sebab batalnya perwalian, batas 
waktu perwalian. 
 Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis 
yaitu analisis perbandingan hak perwalian pasca putus perkawinan yang 
terdiri dari, persamaan dan perbedaan perwalian dalam KUH Perdata dan 
KHI, analisis. 
 Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-
saran. Kesimpulan berisikan hasil penelitian, sedangkan saran berisikan hal-











HAK PERWALIAN PASCA PUTUS PERKAWINAN MENURUT 
 KUH Perdata 
A. Putusnya Perkawinan Menurut KUH Perdata 
 Yang diartikan dengan putusnya perkawinan adalah berakhirnya 
perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri, yang disebabkan 
oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.1 
 Sebab-sebab putusnya atau bubarnya perkawinan dalam KUH Perdata 
dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 
1. Kematian salah satu pihak ; 
2. Tidak hadirnya suami isteri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan 
baru ; 
3. Adanya putusan hakim ; 
4. Perceraian (pasal 199 KUH Perdata). 2 
a. Putus perkawinan karena kematian salah satu pihak  
 Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan 
karena matinya salah satu pihak (suami atau isteri). Sejak saat matinya 
                                                             
  1Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), 
hlm. 76. 




salah satu pihak itulah putusnya perkawinan terjadi yakni terjadi dengan 
sendirinya. 3 
 Untuk kepastian hukum mengenai keterangan atas kematian salah satu 
pihak dari suami atau isteri maka dibuat sebuah akta otentik sebagai bukti 
tertulis yang dapat diperoleh dari Pengadilan Negeri bagi yang tunduk 
terhadap hukum perdata KUH Perdata.4 
b. Putusnya perkawinan karena tidak hadirnya suami isteri selama 10 tahun 
dan dikuti perkawinan baru 
 Putusnya perkawinan karena tidak hadirnya suami atau isteri selama 
10 tahun dan diikuti perkawinan baru dipahami dengan putusnya 
perkawinan karena pergi atau hilangnya salah satu pihak selama kurun 
waktu 10 tahun, selain itu telah terjadi pernikahan baru di antara salah satu 
pihak dengan orang lain.  
c. Putusnya perkawinan karena adanya putusan hakim 
 Putusnya perkawinan karena adanya putusan hakim terjadi setelah 
adanya perpisahan meja dan tempat tidur. Perpisahan meja dan tempat 
tidur adalah perpisahan antara suami dan isteri yang tidak mengakhiri 
permikahan. Akibat yang terpenting adalah meniadakan kewajiban bagi 
suami isteri untuk tinggal bersama, walaupun akibatnya di bidang hukum 
harta benda adalah sama dengan perceraian. Dengan demikian, 
                                                             
  3 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: PT. 
Alumni, 2006), hlm. 98. 




perkawinan belum menjadi bubar dengan adanya perpisahan meja dan 
tempat tidur. 5 
d. Putusnya perkawinan karena perceraian. 
 Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan 
karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu 
pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Menurut pasal 208 KUH 
Perdata, perceraian atas persetujuan suami isteri tidak diperkenankan. 
yang menjadi alasan diperbolehkannya perceraian terdapat pada pasal 209 
KUH Perdata.6 
 Pasal 209 KUH Perdata menyebutkan bahwa dasar-dasar yang dapat 
berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut : 
1. Zina 
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk 
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih 
berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan  
4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah 
seorang dari suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian 
rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau 
mendatangkan luka-luka yang berbahaya. 
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B. Pengertian Perwalian 
  Pengertian perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang 
di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta 
pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.7Di 
dalam KUH Perdata sendiri pengertian perwalian tidak disebutkan secara 
jelas, namun perwalian dapat dipahami dari pasal 330 KUH Perdata yang 
berkaitan dengan kebelumdewasaan, yang dalam penjelasannya menyebutkan 
“mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada 
di bawah perwalian.  
  Menurut Pasal 330 KUH Perdata, “Yang belum dewasa adalah mereka 
yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin 
sebelumnya”.8 
  Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh 
satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.  
 Subekti menyebutkan anak yang berada di bawah perwalian, adalah : 
a. Anak sah yang kedua orangtuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai 
orangtua 
b. Anak sah yang orangtuanya telah bercerai 
c. Anak yang lahir diluar perkawinan ( naturlijk kind ). 
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C. Asas-Asas Perwalian 
 Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta 
kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di 
tangan kekuasaan orangtua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai 
atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada di 
bawah perwalian. Terhadap anak di luar kawin, maka karena tidak ada 
kekuasaan orangtua anak ini selalu di bawah perwalian.  
  Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak 
dalam kekuasaan orangtua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan, karena 
itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan 
menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut. 
  KUH Perdata menyebutkan perwalian mempunyai beberapa asas. 
Pertama, asas tak dapat dibagi-bagi. Kedua, asas persetujuan dari keluarga. 
Ketiga, orang-orang yang dipanggil menjadi wali atau yang diangkat menjadi 
wali.9 
  Asas pertama menyebutkan, bahwa perwalian hanya ada satu wali, hal 
ini dapat dilihat  dalam pasal 331 KUH Perdata yang menyebutkan perwalian 
mulai berlaku : 
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1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim dan pengangkatan dilakukan dalam 
kehadirannya. Jika terjadi pengangkatan tidak dalam kehadirannya, saat 
pengangkatan harus diberitahukan kepadanya. 
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orangtua pada saat 
pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat, memperoleh 
kekuatan untuk berlaku dari yang diangkat menyatakan kesanggupannya 
menerima pengangkatan tersebut. 
3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh hakim, 
maupun oleh salah satu dari kedua orangtua, pada saat ia dengan bantuan 
atau dengan kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim, 
menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu. 
4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga sosial tidak atas permintaan 
atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali pada saat mereka 
menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu. 
5. Dalam hal termaksud dalam pasal 358 KUHPerdata pada saat pengesahan.  
 Pasal 358 KUHPerdata menegaskan,” Pengangkatan seorang wali bagi 
anak di luar kawin yang dengan sah diakui oleh ayah atau ibunya yang 
telah dipertahankan sebagai wali atau telah diangkat menjadi wali lagi, 




6. Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadinya peristiwa 
yang mengakibatkan perwaliannya.10  
Dari penjelasan di atas diketahui bahwa pada umumnya dalam tiap 
perwalian, hanya ada seorang wali saja. Kecuali, apabila seorang wali-ibu 
(moederoogde ) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd 
(wali penyerta). 
Pasal 331 b KUH Perdata menyebutkan jika terhadap anak-anak belum 
dewasa yang ada di bawah perwalian, diangkat seorang wali lain karena 
hukum orang lain menjadi wali, maka berakhirlah perwalian yang pertama 
pada saat perwalian yang kedua mulai berlaku, kecuali hakim menentukan 
saat yang lain. 
Asas kedua adalah asas persetujuan dari keluarga, dalam perwalian ini 
keluarga harus diminta persetujuan. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak 
diperlukan persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga, kalau tidak 
datang sesudah diadakan panggilan, dapat dituntut berdasarkan pasal 524 
KUHP.11 
Asas ketiga adalah orang-orang yang dipanggil menjadi wali atau yang 
diangkat menjadi wali, dalam hal ini perwalian dibagi atas 3 macam yaitu: 
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1. Perwalian menurut undang-undang (Wettelijke Voogdij), yaitu 
perwalian dari orangtua yang masih hidup setelah salah seorang 
meninggal dunia lebih dahulu (Pasal 345-354 KUH Perdata). 
2. Perwalian karena wasiat orangtua sebelum ia meninggal 
(Testtamentaire Voogdij), yaitu perwalian yang ditunjuk dengan surat 
wasiat (testament) oleh salah seorang dari orang tuanya. 
3. Perwalian yang ditentukan oleh hakim (Datieve Voogdij). 
D. Macam-Macam Perwalian 
  Macam-macam perwalian dalam hukum perdata berkaitan dengan asas 
yang ketiga yakni asas orang-orang yang dipanggil menjadi wali atau yang 
diangkat menjadi wali. Perwalian ada tiga macam : 
1. Perwalian menurut undang-undang (Wettelijke Voogdij), yaitu perwalian 
dari orangtua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia 
lebih dahulu 
  Pasal 354 KUH Perdata menentukan bahwa orangtua yang hidup 
terlama (langslevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali. Ketentuan 
ini tidak mengadakan pengecualian bagi suami isteri yang hidup terpisah 
karena perkawinan yang bubar oleh perceraian atau pisah meja dan 




ia meninggal dunia, maka dengan sendirinya (van rechtwege) ibu menjadi 
wali atas anak tersebut.12 
  Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip dari perwalian oleh 
orangtua (suami isteri). Perbedaan hanya ada dalam dua hal yaitu:  
a. Curator ( Pasal 348 KUH Perdata) 
   Apabila ayah meninggal dunia saat itu ibu dalam keadaan 
mengandung, maka balai harta peninggalan menjadi pengampu 
(curator) atas anak yang berada dalam kandungan dengan cara-cara 
seperti yang telah ditetapkan dalam pengangkatan wali. Jika anak itu 
lahir, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali dan balai harta 
peninggalan sebagai pihak pengampu akan menjadi pengampu  
pengawas. 
b. Perkawinan Baru 
 Jika ibu selaku wali kawin lagi, maka suami yang tidak 
dikecualikan (dipecat) sebagai wali peserta (medevoogdij). Suami 
bersama-sama isterinya, yang berperan sebagai wali ibu, harus 
bertanggung jawab secara tanggungrenteng terhadap semua perbuatan 
yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. 
 Perwalian peserta suami isteri akan dihapus dalam kasus-kasus 
antara lain, perpisahan meja dan tempat tidur atau jika terdapat 
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perpisahan kebersamaan atau persatuan harta perkawinan, jika suami 
dipecat dari medevoogdij dan jika peran wali ibu berhenti. 
2. Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (testament) atau akte khusus 
  Menurut pasal 355 ayat 1 KUH Perdata, menentukan bahwa masing-
masing orangtua yang melakukan kekuasaan orangtua atau menjalankan 
perwalian atas seseorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang 
wali atas anak-anak itu jika sesudah ia meninggal dunia perwalian itu 
tidak terdapat pada orangtua yang lain, baik dengan sendirinya ataupun 
karena putusan hakim. Ketentuan ini mengandung makna, bahwa masing-
masing orangtua yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orangtua, 
berhak mengangkat wali jika perwalian tersebut memang masih terbuka. 
  Dengan pengangkatan seorang wali mengakibatkan orangtua yang 
mengangkat itu secara hukum tidak menjadi wali atau melakukan 
kekuasaan orangtua pada saat ia meninggal (pasal 356 KUH Perdata). 
3. Perwalian yang ditentukan oleh hakim 
  Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena, perkawinan orangtua 
putus baik disebabkan salah seorang meninggal, perceraian atau karena 
putusan pengadilan dan kekuasaan orangtua dipecat atau dibebaskan. 
Oleh sebab itu, menurut pasal 359 KUH Perdata menentukan bahwa 
pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua minderjarige yang 
tidak berada di bawah kekuasaan orangtua. Hakim akan mengangkat 




pekerjaan wali tersebut. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah 
mendengar atau memanggil keluarga sedarah (bloedverwanten) atau 
semenda (aangehuwden).13 
  Dalam ayat 2 pasal 359 KUH Perdata dikatakan bahwa bilamana tidak 
mungkin seseorang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian maka 
Pengadilan Negeri mengangkat seorang wali sementara selama orangtua 
atau wali itu tidak dapat melakukan kekuasaannya sampai yang 
berkepentingan (orangtua atau wali) itu minta kembali kekuasaan sebagai 
orangtua. 
  Pengangkatan seorang wali sementara itu dilakukan pula dalam hal 
tidak diketahui hidup matinya bapak atau ibunya atau dalam hal tidak 
diketahui tempat kediamannya (pasal 359 ayat 3 KUH Perdata). 
  Dalam dua hal tersebut di atas, dalam hal diangkatnya seorang wali 
sementara, maka kekuasaan orangtua menjadi tertunda (pasal 359 ayat 6 
KUH Perdata). 
  Dalam keharusan diangkatnya seorang wali maka Balai Harta 
Peninggalan dimana perlu dapat campur tangan untuk mengambil 
tindakan–tindakan atas diri (person) dan harta kekayaan minderjarige itu 
baik sebelum wali itu ditunjuk maupun pada saat baru ditunjuk sampai 
wali itu melakukan perwaliannya (pasal 359 ayat 7 KUH Perdata). 
 
                                                             




E. Hak Perwalian Pasca Putusnya Perkawinan menurut KUH Perdata 
 Hak perwalian pasca putus perkawinan dalam KUH Perdata dapat 
terjadi karena adanya kematian salah seorang orangtua atau kedua orangtua, 
adanya perceraian dan karena adanya putusan hakim atau putusan pengadilan. 
1. Jika terjadi putus perkawinan karena kematian maka perwalian  dapat 
terjadi menurut undang-undang dan wasiat (akta khusus) 
a. Perwalian menurut undang-undang (Wettelijke Voogdij), yaitu 
perwalian dari orangtua yang masih hidup setelah salah seorang 
meninggal dunia lebih dahulu 
  Pasal 354 KUH Perdata menentukan bahwa orangtua yang 
hidup terlama (langslevende ouder) dengan sendirinya menjadi 
wali. Ketentuan ini tidak mengadakan pengecualian bagi suami 
isteri yang hidup terpisah karena perkawinan yang bubar oleh 
perceraian atau pisah meja dan tempat tidur. Jadi, apabila menjadi 
wali setelah perceraian, dan kemudian ia meninggal dunia, maka 
dengan sendirinya (van rechtwege) ibu menjadi wali atas anak 
tersebut. 
b. Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (testament) atau akte 
khusus 
  Menurut pasal 355 ayat 1 KUH Perdata, menentukan bahwa 
masing-masing orangtua yang melakukan kekuasaan orangtua atau 




mengangkat seorang wali atas anak-anak itu jika sesudah ia 
meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada orangtua yang 
lain, baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim. 
Ketentuan ini mengandung makna, bahwa masing-masing 
orangtua yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orangtua, 
berhak mengangkat wali jika perwalian tersebut memang masih 
terbuka. 
2. Jika terjadi putus perkawinan karena perceraian ataupun putusan 
pengadilan maka perwalian yang terjadi adalah perwalian yang 
ditentukan oleh hakim 
 Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena, perkawinan 
orangtua putus baik disebabkan salah seorang meninggal, perceraian 
atau karena putusan pengadilan dan kekuasaan orangtua dipecat atau 
dibebaskan. Oleh sebab itu, menurut pasal 359 KUH Perdata 
menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi 
semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua. 
Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas 
yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut. Hakim akan 
mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga 
sedarah (bloedverwanten) atau semenda (aangehuwden).14 
                                                             




 Dalam ayat 2 pasal 359 KUH Perdata dikatakan bahwa 
bilamana tidak mungkin seseorang melakukan kekuasaan orangtua 
atau perwalian maka Pengadilan Negeri mengangkat seorang wali 
sementara selama orangtua atau wali itu tidak dapat melakukan 
kekuasaannya sampai yang berkepentingan (orangtua atau wali) itu 
minta kembali kekuasaan sebagai orangtua. 
 Pengangkatan seorang wali sementara itu dilakukan pula dalam 
hal tidak diketahui hidup matinya bapak atau ibunya atau dalam hal 
tidak diketahui tempat kediamannya (pasal 359 ayat 3 KUH Perdata). 
F. Syarat-Syarat Perwalian  
1. Pengecualian menjadi Wali  
  Pada asasnya dapat diketahui bahwa setiap orang yang tidak 
dikecualikan oleh undang-undang berwenang menjadi wali. Namun pasal 
379 KUH Perdata menyebutkan lima golongan orang yang dikecualikan 
atau yang tidak boleh menjadi wali yaitu: 
1. Orang-orang yang sakit ingatan (krankzinnigen)  
2. Orang yang belum dewasa (minderjarigen) 
3. Orang yang dibawah pengampuan (curatele) 
4. Orang yang dipecat atau dicabut (ontzet) kekuasaannya sebagai 




5. Kepala dan anggota-anggota balai harta peninggalan. 15  
 Ketentuan di atas merupakan alasan-alasan yang dinyatakan sebelum 
pengangkatan wali dilakukan. 
2. Wewenang Seorang Isteri menjadi Wali 
Dalam pasal 332 b ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa seorang 
isteri tidak dapat menerima perwalian tanpa bantuan atau pendampingan 
(bijstand) suaminya atau izin tertulis dari suaminya. 
Selanjutnya pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa 
bantuan atau pendampingan (bijstand)  itu dapat diganti dengan kuasa 
(machtiging) dari hakim. Kemudian jika bijstand atau izin sudah 
diberikan atau apabila seorang suami itu menikahi wanita itu setelah 
menerima perwalian maka isteri yang menjadi wali dianggap sama seperti 
wanita yang tidak kawin sehingga ia berwenang melakukan semua 
perbuatan mengenai perwalian tanpa kuasa atau bijstand lagi dari 
suaminya dan bertanggung jawab atas perbuatannya itu.16 
3. Wewenang Badan Hukum menjadi Wali 
  Mengenai kewenangan perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan, 
dan lembaga-lembaga sebagai wali atas penunjukan bapak atau iu maka 
dalam pasal 355 ayat 2 KUH Perdata disebutkan bahwa badan hukum 
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tidak boleh diangkat menjadi wali. Tetapi hal ini berbeda kalau perwalian 
itu atas perintah dari pengadilan.17 
  Dalam pasal 365 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa dalam segala 
hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu 
dapat diperintahkan dan diserahkan kepada perkumpulan yang berbadan 
hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia. Hal tersebut bergantung 
pula pada anggaran dasar, akta pendirian, atau peraturan-peraturannya 
yang memuat aturan-aturan yang memang bertujuan untuk memelihara 
atau mengasuh anak-anak yang masih minderjarig untuk waktu yang 
lama (duurzane verzorgang van minderjarigen).  
G. Kewajiban Seorang Wali 
1. Pengawasan atas diri pupil (orang yang memerlukan perwalian) 
  Pasal 383 ayat 1 KUH Perdata menetapkan bahwa wali harus 
menyelenggarakan pemeliharaan (memberikan kehidupan) dan 
pendidikan (onderhoud en opvoeding)  atas minderjarige itu sesuai 
dengan kekayaan si minderjarige itu sendiri.18 
  Dalam ayat 2 pasal itu ditentukan pula bahwa si pupil harus 
menghormati walinya. 
2. Pengawasan terkait harta kekayaan  
                                                             
  17 Ibid., hlm.196. 





  Dalam menjalankan tugasnya maka pada waktu wali memulai 
tugasnya, wali mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu : 
1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (pasal 
368 KUH Perdata) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat (ontzet) 
dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos, dan 
bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan ; 
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan si 
minderjarigen yang dilakukan setelah 10 hari perwalian dimulai maka 
wali harus membuat daftar barang-barang si pupil dengan dihadiri oleh 
wali pengawas (Weeskamer/ Balai Harta Peninggalan) dan kalau 
barang-barang minderjarige itu disegel maka diminta agar penyegelan 
itu dibuka. 
 Inventarisasi itu dapat dilakukan secara bawah tangan 
(onderhands). Akan tetapi dalam semua hal harus dikuatkan 
kebenarannya oleh wali dengan mengangkat sumpah di hadapan Balai 
Harta Peninggalan.  
3. Kewajiban untuk mengadakan jaminan (zekerheid)  
 Wali, kecuali perhimpunan-perhimpunan, yayasan, atau 
lembaga sosial, mempunyai kewajiban untuk mengadakan jaminan 
dalam waktu satu bulan sesudah perwalian dimulai, baik berupa 




kekayaan si pupil bertambah maka wali harus mengadakan atau 
menambah jaminan yang sudah diadakan. 
4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap 
tahun oleh minderjarige itu dan jumlah biaya-biaya pengurusan  
 Kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau 
ibu. Wesskamer (Balai Harta Peninggalan) sesudah memanggil 
keluarga baik keluarga sedarah maupun periparan akan menentukan 
jumlah yang dapat dipergunakan pada setiap tahun oleh minderjarige 
dan jumlah biaya yang diperlukan untuk pengurusan harta benda itu 
dengan kemungkinan untuk minta banding kepada pengadilan. 
5. Kewajiban wali untuk menjual perabot-perabot rumah tangga 
minderjarige dan semua barang bergerak yang tidak memberikan 
buah, hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang 
diperbolehkan disimpan in natura dengan izin weeskamer. Penjualan 
ini harus dilakukan dengan pelelangan di hadapan umum menurut 
aturan-aturan lelang yang berlaku di tempat itu kecuali jika bapak atau 
ibu yang menjadi wali yang dibebaskan dari penjualan itu (pasal 389 
KUH Perdata). 
6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang Negara jika 
ternyata dalam harta kekayaan minderjarige ada surat-surat piutang 




7. Kewajiban untuk menanam (beleggen) sisa uang milik minderjarige 
setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya. 
H. Pembebasan dan Pemecatan dari Perwalian 
 Kewajiban menerima perwalian, secara umum telah diatur di dalam 
pasal 332 KUH Perdata, akan tetapi di dalam perwalian ini ada yang dapat 
minta pembebasan untuk di angkat menjadi wali, hal ini diatur di dalam pasal 
377 ayat 1 KUH Perdata. Ada sepuluh alasan yang dapat membuat seseorang 
dapat meminta pembebasan menjadi wali, yaitu sebagai berikut :19 
1. Mereka yang dalam menjalankan tugas Negara di luar negeri. 
2. Anggota-anggota tentara yang menjalankan tugas. 
3. Mereka yang melakukan jabatan umum, selalu berada di luar provinsi 
pada saat-saat tertentu. 
4. Mereka yang telah mencapai umur genap 60 tahun jika mereka diangkat 
sebelumnya, maka mereka boleh meminta supaya dilepas dari perwalian, 
setelah berumur enam puluh tahun. 
5. Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit atau kesusahan yang berat dan 
cukup terbukti. Mereka terakhir boleh meminta dilepas, jika penyakit atau 
kesusahan itu timbul setelah pengangkatan mereka sebagai wali. 
6. Mereka yang diserahi tugas memangku dua perwalian, sedangkan mereka 
sendiri tak mempunyai anak. 
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7. Mereka yang diserahi tugas memangku satu perwalian, sedangkan mereka 
sendiri mempunyai anak-anak. 
8. Mereka yang pada hari pengangkatan mempunyai anak sah lima atau 
lebih. 
9. Perempuan yang dalam keadaan tidak bersuami pada saat menerima 
perwalian, boleh meminta supaya dilepas, apabila ia kawin. 
10. Mereka yang tidak bertalian keluarga sedarah atau semenda dengan anak 
yang belum dewasa, jika dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, tempat 
perwalian itu diperintahkan, ada keluarga sedarah atau semenda yang 
cakap memangkunya. 
Berkaitan dengan pemecatan dan pencabutan kekuasaan perwalian, hukum 
perdata mengaturnya dalam pasal 380 KUH Perdata, hakim dapat memecat 
kekuasaan seorang wali apabila : 
1. Ia berkelakuan buruk. 
2. Ia tidak cakap dalam menunaikan perwalian 
3. Ia menyalahgunakan kekuasaan  
4. Ia dalam keadaan pailit 
5. Ia berperkara dengan si anak yang belum dewasa 
6. Ia mendapat hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap si anak yang ada 
dalam kekuasaannya.20 
                                                             





I. Mulai dan Berakhirnya Perwalian 
 Dalam pasal 331 a KUH Perdata ditentukan mulai berlakunya 
perwalian untuk tiap-tiap jenis perwalian : 
1. Bagi wali yang diangkat oleh hakim (datieve voogdij) dimulai dari saat 
pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya itu. Bila ia tidak hadir 
maka perwalian itu dimulai sejak saat pengangkatannya itu diberithukan 
kepadanya. 
2. Bagi wali yang diangkat oleh orangtua (testamentaire voogdij) dimulai 
dari saat orangtua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan 
menerima pengangkatannya itu. 
3. Bagi wali menurut undang-undang (wettelijke voogdij) dimulai dari saat 
terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian 
salah seorang orangtua. 
Berdasarkan pasal 362 KUH Perdata maka setiap wali yang diangkat 
kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah di hadapan Balai Harta 
Peninggalan.21 
 Selanjutnya mengenai berakhirnya perwalian, berakhirnya perwalian 
dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dalam hubungan dengan keadaan anak dan 
dalam hubunan dengan tugas wali. 
1. Dalam hubungan dengan keadaan anak 
                                                             





 Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena si anak 
yang di bawah perwalian telah dewasa (meerderjarig), si anak 
(minderjarige) meninggal dunia, timbulnya kembali kekuasaan 
orangtuanya (ouderlijkkemacth) , dan pengesahan anak luar kawin.22 
2. Dalam hubungan dengan tugas wali 
 Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir 
karena, wali meninggal dunia, wali dibebaskan atau dipecat dari 
perwalian (ontzetting of ontheffing) dan ada alasan pembebasan dan 
pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUH Perdata). Sedangkan, syarat 
utama untuk dipecat sebagai wali ialah karena disandarkan pada 
kepentingan minderjarige itu sendiri. 
 Pada setiap akhir perwaliannya, seorang wali wajib 
mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup. Perhitungan ini 
dilakukan dalam hal, perwalian sama sekali dihentikan, yaitu kepada 
minderjarige atau kepada ahli warisnya, perwalian yang dihentikan 
karena diri (persoon) wali, yaitu kepada yang mengantinya, dan 
minderjarige yang sesudah berada di bawah perwalian, kembali lagi 
berada di bawah kekuasaan orangtua, yaitu kepada bapak atau ibu 
minderjarige itu (pasal 409 KUH Perdata).23 
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HAK PERWALIAN PASCA PUTUS PERKAWINAN  
MENURUT KHI 
A. Putusnya Perkawinan menurut KHI 
 Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara 
seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami 
isteri. Pasal 113 KHI menyebutkan, perkawinan dapat putus karena kematian, 
perceraian, dan atas putusan pengadilan.1  
 Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau 
berdasarkan gugatan perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang 
Pengadilan Agama setelah dilakukan mediasi namun tidak berhasil. 
 Sesuai dengan pasal 116 KHI perceraian dapat terjadi karena beberapa 
alasan yaitu :2 
1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan 
2. Salah satu pihak meningalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 
luar kemampuannya 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 
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4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri 
6. Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga  
7. Suami melanggat taklik talak 
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga. 
B. Pengertian Perwalian  
 Perwalian dalam arti umum yaitu ”segala sesuatu yang berhubungan 
dengan wali”. Dan wali mempunyai banyak arti antara lain:3 
1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban 
mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. 
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. 
3. Orang saleh (suci), penyebar agama. 
4. Kepala pemerintah. 
                                                             




  Arti-arti tersebut di atas pemakaiannya disesuaikan dengan konteks 
kalimat. Adapun yang dimaksud perwalian di sini yaitu perwalian menurut 
KHI.  
  Dalam ketentuan umum KHI pasal 1 huruf h merumuskan pengertian 
perwalian adalah “kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk 
melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan 
atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang 
masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.4Yang dimaksud 
dengan kewenangan dalam definisi tersebut adalah kewenangan yang 
diberikan kepada seseorang untuk melakukan perwalian berdasarkan 
penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian 
dalam definisi tersebut ada kata bertindak sebagai wakil, artinya wali tersebut 
merupakan sebagai pengganti dari orang sebenarnya, yaitu kedua orang 
tuanya dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak. Lalu 
dalam definisi terdapat kata “Tidak mempunyai orang tua atau tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum” berarti kedua orang tuanya meninggal dunia 
atau hilang dan boleh jadi pergi tanpa kabar apapun kepada anaknya, sehingga 
dapat menelantarkan anak. Yang dimaksud dengan tidak cakap hukum adalah 
orang tidak berhak dalam melakukan perbuatan hukum. Orang yang tidak 
cakap hukum antara lain : orang gila, anak-anak dan orang dibawah 
pengampuan. 
                                                             




 Perwalian atau wali adalah orang yang diberikan kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki 
kedua orangtua, atau karena kedua orangtuanya tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum.5 Ada beberapa ayat yang dapat ditunjuk untuk menjelaskan 
keberadaan wali. 
Firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 282 
                           
              
Artinya: …jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur (Al-Baqarah 2:282).6 
 
Juga firman-Nya An-Nisa ayat 5 
                            
           
Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 
                                                             
  5 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 
258. 
  6 Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-






belanja dan pakaian (dari hasil hartamu itu) dan ucapkanlah kepada 
mereka kata-kata yang baik.(An-Nisa:4:5).7 
 
 Ayat ini melarang memberi harta kepada pemilik yang tidak mampu 
mengelola hartanya dengan baik. Ini agaknya sengaja ditempatkan di sini 
bukan sebelum perintah yang lalu agar larangan ayat ini tidak menjadi dalil 
bagi siapapun yang enggan memberi harta itu kepada mereka dan semua 
orang bahwa Allah memerintahkan. Dan janganlah kamu wahai para wali, 
suami, atau siapa saja, menyerahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria atau wanita, 
harta kamu atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan atau wewenang 
kamu, karena harta itu dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan 
sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan atau digunakan bukan 
pada tempatnya. Pelihara dan kembangkanlah harta itu tanpa mengabaikan 
kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang mampu mengelola harta itu. 
Karena itu, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan 
ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik adalah bijaksana bila 
menjelaskan menempuh jalan itu sehingga hati mereka tenang dan hubungan 
kalian tetap harmonis.8 
An-Nisa ayat 6 
                                                             
  7 Al-Qur’an, Surat An-Nisa’ ayat 5, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 
Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2004,  hlm. 77. 




                              
                                
                            
      
Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-
hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari 
batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di 
antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri 
(dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka 
bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila 
kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu 
adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan 
cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (An-
Nisa:4:6).9 
  
 Setelah melarang pemberian harta kepada yang tidak mampu 
mengelolanya seperti anak-anak yatim. Maka dalam ayat ini ditegaskan 
bahwa larangan itu tidak terus menerus. Wali hendaknya memperhatikan 
keadaan mereka, sehingga bila para pemilik itu telah diniali mampu 
mengelola harta dengan baik, maka harta mereka harus segera diserahkan. 
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Selanjutnya, karena dalam rangkaian ayat-ayat yang lalu anak yatim yang 
pertama disebut, ayat kedua sebab mereka yang paling lemah, maka mereka 
juga yang pertama disebut. Kepada para wali diperintahkan ujilah anak yatim 
itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta, serta 
latihlah mereka sampai mencapai umur yang menjadikan mereka mampu 
memasuki gerbang perkawinan. Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, 
yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya pada merka 
kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kestabilan mental, maka 
serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, karena ketika itu tidak ada 
lagi alasan untuk menahan harta mereka.10 
C. Asas-Asas Perwalian 
 Menurut KHI, perwalian hanya dapat terjadi apabila seorang anak 
yang belum dewasa tidak memiliki orang tua atau memiliki orang tua tetapi 
tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat 
diketahui bahwa asas perwalian dalam KHI adalah selama salah seorang 
orang tua masih hidup, dan waras maka: 
1. Belum terbuka perwalian  
2. Kedudukan anak masih tetap berada di bawah kekuasaan orang tua 
yang masih hidup.11 
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 Asas tersebut dapat dipahami dari pasal 108 KHI, “Orang tua dapat 
mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian 
atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”.12 
 Selama salah seorang orang tua masih hidup dan waras maka 
kedudukan anak masih tetap berada di bawah kekuasaan orang tua yang masih 
hidup. 
D. Macam-Macam Perwalian 
 Perwalian terhadap anak hanya terjadi apabila kedua orang tuanya 
telah meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga  
perwalian dapat berpindah kepada kerabat atau keluarga anak tersebut, atau 
orang lain yang sudah dewasa dan badan hukum. 
 Berbeda dengan KUH Perdata yang menyebutkan perwalian dapat 
terjadi apabila putus perkawinan baik karena kematian, perceraian atau 
putusan pengadilan, KHI menentukan bahwa hanya perkawinan yang putus 
karena kematianlah yang menimbulkan perwalian. Sedangkan perkawinan 
yang putus karena perceraian maupun putusan pengadilan menimbulkan 
hadhanah atau pemeliharaan anak, ini sesuai dengan yang tertuang pada pasal 
105 KHI yang berbunyi “dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak 
yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 ( dua belas ) tahun adalah hak 
ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 
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untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaannya, biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah “.  
 Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perwalian dalam KHI 
adalah perwalian dari salah seorang orangtua yang meninggal dunia kepada 
orangtua yang hidup lebih lama dan perwalian yang ditunjuk dengan surat 
wasiat. Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat ini sesuai dengan pasal 
108 KHI yang menyebutkan “ Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang 
atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak 
atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. 
E. Hak Perwalian Pasca Putus Perkawinan Menurut KHI 
 Hak perwalian dalam KHI berkaitan dengan asas dan macam-macam 
perwalian, ini dapat diketahui karena dalam asasnya terdapat aturan bahwa 
selama orangtua masih hidu maka belum terbuka perwalian, kedudukan anak 
yang salah seorang orangtuanya meninggal dunia berada di tangan orangtua 
yang hidup lebih lama. Selanjutnya, dalam macam-macam perwalian hanya 
ada satu pasal yang membahas tentang bagaimana perwalian itu dapat terjadi 
yaitu yang terdapat pada pasal 108 KHI yang berbunyi “ orangtua dapat 
mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian 
atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. 
 Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa hak perwalian dalam 





F. Syarat-Syarat Perwalian 
 Syarat-syarat menjadi wali dijelaskan pada pasal 107 ayat 4 KHI, yang 
menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak, atau 
boleh diberikan pada orang lain, tetapi dengan syarat : 
1. Seorang wali tersebut harus sudah dewasa 
2. Seorang wali tersebut harus berpikiran sehat 
3. Seorang wali tersebut harus adil 
4. Seorang wali tersebut harus jujur 
5. Seorang wali tersebut harus berkelakuan baik 
6. Atau bisa juga badan hukum. 
 Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja berhak menjadi 
wali apabila memenuhi syarat. 
 Pasal 108 KHI, selanjutnya menjelaskan bahwa orangtua dapat 
mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian 
atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. 
 Secara umum dapat dipahami hak perwalian dapat diperoleh oleh 
keluarga anak yang di bawah perwalian, jika keluarga tidak ada maka hak 
perwalian akan diberikan oleh pengadilan kepada orang lain yang sudah 
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum, 
juga dapat diperoleh oleh seseorang karena wasiat dari orangtua si anak yang 





G. Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab Perwalian 
 Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab dari seorang wali, 
KHI mengaturnya dalam pasal-pasal sebagai berikut : 
1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan 
bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan 
orang yang berada di bawah perwaliannya (pasal 110 ayat 1 KHI). 
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang 
yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut 
menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau 
merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.  
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat 
kesalahan atau kelalaiannya (pasal 110 ayat 3 KHI). Pertanggungjawaban 
wali tersebut dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun 
sekali. 
4. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di 
bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 
tahun atau telah kawin (pasal 111 ayat 1 KHI).  
   Pasal 112 KHI menjelaskan mengenai hak seorang wali, yaitu wali 




sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma’ruf 
kalau wali itu fakir. 
H. Sebab-Sebab Batalnya Perwalian  
 Sebab-sebab batalnya perwalian diatur pada pasal 109 KHI, yang 
menyebutkan bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian 
seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas 
permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila 
dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai 
wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. 
 Pasal 109 KHI tersebut menjelaskan hal-hal yang dapat menyebabkan 
batalnya perwalian, yaitu: 
1. Wali tersebut seorang pemabuk 
2. Wali tersebut  seorang penjudi 
3. Wali tersebut seorang pemboros 
4. Wali tersebut gila 
5. Wali tersebut lalai dan menyalahgunakan hak dan wewenangnya. 
I. Batas Waktu Perwalian 
 Pasal 111 ayat 1 KHI menyebutkan wali berkewajiban menyerahkan 
seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang 
bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Dari pasal 




berada di bawah perwalian mencapai 21 tahun atau telah kawin karena umur 
21 tahun dianggap telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. 
 Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin tersebut ditentukan 
berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak. Ini dapat 
dianalogikan dengan janda, apabila berkeinginan untuk kawin, ia dapat 
melakukannya tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak atas 
dirinya.13 
 
                                                             






A. Perbandingan Hak Perwalian Pasca Putus Perkawinan dalam KUH 
Perdata dan KHI 
1. Pengertian Perwalian dalam KUH Perdata dan KHI 
  Berdasarkan pembahasan pada Bab II dan III, dapat diketahui 
persamaan dan perbedaan perwalian dalam KUH Perdata dan KHI. 
Pertama mengenai pengertian perwalian, dalam KUH Perdata pengertian 
perwalian tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi dapat dipahami melalui 
pasal 330 KUH Perdata berkenaan dengan kebelumdewasaan yang dalam 
penjelasannya menyebutkan “mereka yang belum dewasa dan tidak di 
bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian”.1 
  Kemudian dalam KHI pengertian perwalian diketahui dari ketentuan 
umum pasal 1 huruf h yang menyebutkan “perwalian adalah kewenangan 
yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan 
hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak 
mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum.2 Dari pengertian perwalian baik dalam KUH 
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Perdata dan KHI sama-sama berkenaan dengan pengawasan anak di bawah 
umur yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua. 
2. Asas-Asas Perwalian dalam KUH Perdata dan KHI 
  KUH Perdata menyebutkan perwalian mempunyai beberapa asas. Asas 
pertama menyebutkan, bahwa perwalian hanya ada satu wali, hal ini dapat 
dilihat  dalam pasal 331 KUH Perdata yang menyebutkan perwalian mulai 
berlaku: 
1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim dan pengangkatan dilakukan 
dalam kehadirannya. Jika terjadi pengangkatan tidak dalam 
kehadirannya, saat pengangkatan harus diberitahukan kepadanya. 
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orangtua pada 
saat pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat, 
memperoleh kekuatan untuk berlaku dari yang diangkat menyatakan 
kesanggupannya menerima pengangkatan tersebut. 
3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh 
hakim, maupun oleh salah satu dari kedua orangtua, pada saat ia 
dengan bantuan atau dengan kuasa dari suaminya atau dengan kuasa 
dari hakim, menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu. 
4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga sosial tidak atas 
permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali pada saat 




5. Dalam hal termaksud dalam pasal 358 KUH Perdata pada saat 
pengesahan. Pasal 358 KUH Perdata menegaskan,” Pengangkatan 
seorang wali bagi anak di luar kawin yang dengan sah diakui oleh ayah 
atau ibunya yang telah dipertahankan sebagai wali atau telah diangkat 
menjadi wali lagi, tidak mempunyai kekuatan, kecuali bila disahkan 
oleh Pengadilan Negeri. 
6. Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadinya 
peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya.3 
  Asas kedua adalah asas persetujuan dari keluarga, dalam perwalian ini 
keluarga harus diminta persetujuan. Dalam hal keluarga tidak ada maka 
tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga, 
kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dapat dituntut berdasarkan 
pasal 524 KUHP.4 
  Asas ketiga adalah orang-orang yang dipanggil menjadi wali atau yang 
diangkat menjadi wali, dalam hal ini perwalian dibagi atas 3 macam yaitu: 
1. Perwalian menurut undang-undang (Wettelijke Voogdij), yaitu 
perwalian dari orangtua yang masih hidup setelah salah seorang 
meninggal dunia lebih dahulu (Pasal 345-354 KUH Perdata). 
                                                             
  3 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata 
Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat  (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 56. 
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2. Perwalian karena wasiat orangtua sebelum ia meninggal 
(Testtamentaire Voogdij), yaitu perwalian yang ditunjuk dengan surat 
wasiat (testament) oleh salah seorang dari orang tuanya. 
3. Perwalian yang ditentukan oleh hakim (Datieve Voogdij). 
  Berbeda dengan KUH Perdata, menurut KHI, perwalian hanya dapat 
terjadi apabila seorang anak yang belum dewasa tidak memiliki orang tua 
atau memiliki orang tua tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 
 Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa asas perwalian dalam 
KHI adalah selama salah seorang orang tua masih hidup, dan waras maka: 
1. Belum terbuka perwalian  
2. Kedudukan anak masih tetap berada di bawah kekuasaan orang tua 
yang masih hidup.5 
3. Macam-Macam Perwalian dalam KUH Perdata dan KHI 
 Perwalian dalam KUH Perdata ada tiga macam : 
1. Perwalian menurut undang-undang (Wettelijke Voogdij), yaitu 
perwalian dari orangtua yang masih hidup setelah salah seorang 
meninggal dunia lebih dahulu 
   Pasal 354 KUH Perdata menentukan bahwa orangtua yang 
hidup terlama (langslevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali. 
Ketentuan ini tidak mengadakan pengecualian bagi suami isteri yang 
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hidup terpisah karena perkawinan yang bubar oleh perceraian atau 
pisah meja dan tempat tidur. Jadi, apabila menjadi wali setelah 
perceraian, dan kemudian ia meninggal dunia, maka dengan sendirinya 
(van rechtwege) ibu menjadi wali atas anak tersebut.6 
2. Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (testament) atau akte 
khusus 
   Menurut pasal 355 ayat 1 KUH Perdata, menentukan bahwa 
masing-masing orangtua yang melakukan kekuasaan orangtua atau 
menjalankan perwalian atas seseorang anak atau lebih, berhak 
mengangkat seorang wali atas anak-anak itu jika sesudah ia meninggal 
dunia perwalian itu tidak terdapat pada orangtua yang lain, baik 
dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim. Ketentuan ini 
mengandung makna, bahwa masing-masing orangtua yang menjadi 
wali atau memegang kekuasaan orangtua, berhak mengangkat wali jika 
perwalian tersebut memang masih terbuka. 
   Dengan pengangkatan seorang wali mengakibatkan orangtua 
yang mengangkat itu secara hukum tidak menjadi wali atau melakukan 
kekuasaan orangtua pada saat ia meninggal (pasal 356 KUH Perdata). 
3. Perwalian yang ditentukan oleh hakim 
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   Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena, perkawinan 
orangtua putus baik disebabkan salah seorang meninggal, perceraian 
atau karena putusan pengadilan dan kekuasaan orangtua dipecat atau 
dibebaskan. Oleh sebab itu, menurut pasal 359 KUH Perdata 
menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi 
semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua. 
Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas 
yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut. Hakim akan 
mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga 
sedarah (bloedverwanten) atau semenda (aangehuwden).7 
 Berbeda dengan KUH Perdata yang menyebutkan perwalian dapat 
terjadi apabila putus perkawinan baik karena kematian, perceraian atau 
putusan pengadilan, KHI menentukan bahwa hanya perkawinan yang putus 
karena kematianlah yang menimbulkan perwalian. Sedangkan perkawinan 
yang putus karena perceraian maupun putusan pengadilan menimbulkan 
hadhanah atau pemeliharaan anak. 
  Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perwalian dalam KHI 
adalah perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat. Perwalian yang 
ditunjuk dengan surat wasiat ini sesuai dengan pasal 108 KHI yang 
menyebutkan “ Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan 
                                                             





hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-
anaknya sesudah ia meninggal dunia. 
 
4. Hak Perwalian Pasca Putus Perkawinan dalam KUH Perdata dan 
KHI 
  Hak perwalian pasca putus perkawinan dalam KUH Perdata dapat 
terjadi karena adanya kematian salah seorang orangtua atau kedua 
orangtua, adanya perceraian dan karena adanya putusan hakim atau 
putusan pengadilan. 
1. Jika terjadi putus perkawinan karena kematian maka perwalian  dapat 
terjadi menurut undang-undang dan wasiat (akta khusus) 
a. Perwalian menurut undang-undang (Wettelijke Voogdij), yaitu 
perwalian dari orangtua yang masih hidup setelah salah seorang 
meninggal dunia lebih dahulu 
  Pasal 354 KUH Perdata menentukan bahwa orangtua yang 
hidup terlama (langslevende ouder) dengan sendirinya menjadi 
wali. Ketentuan ini tidak mengadakan pengecualian bagi suami 
isteri yang hidup terpisah karena perkawinan yang bubar oleh 
perceraian atau pisah meja dan tempat tidur. Jadi, apabila menjadi 
wali setelah perceraian, dan kemudian ia meninggal dunia, maka 





b. Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (testament) atau akte 
khusus 
  Menurut pasal 355 ayat 1 KUH Perdata, menentukan bahwa 
masing-masing orangtua yang melakukan kekuasaan orangtua atau 
menjalankan perwalian atas seseorang anak atau lebih, berhak 
mengangkat seorang wali atas anak-anak itu jika sesudah ia 
meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada orangtua yang 
lain, baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim. 
Ketentuan ini mengandung makna, bahwa masing-masing 
orangtua yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orangtua, 
berhak mengangkat wali jika perwalian tersebut memang masih 
terbuka. 
2. Jika terjadi putus perkawinan karena perceraian ataupun putusan 
pengadilan maka perwalian yang terjadi adalah perwalian yang 
ditentukan oleh hakim 
 Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena, perkawinan 
orangtua putus baik disebabkan salah seorang meninggal, perceraian 
atau karena putusan pengadilan dan kekuasaan orangtua dipecat atau 
dibebaskan. Oleh sebab itu, menurut pasal 359 KUH Perdata 
menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi 
semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua. 




yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut. Hakim akan 
mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga 
sedarah (bloedverwanten) atau semenda (aangehuwden).8 
 Dalam ayat 2 pasal 359 KUH Perdata dikatakan bahwa 
bilamana tidak mungkin seseorang melakukan kekuasaan orangtua 
atau perwalian maka Pengadilan Negeri mengangkat seorang wali 
sementara selama orangtua atau wali itu tidak dapat melakukan 
kekuasaannya sampai yang berkepentingan (orangtua atau wali) itu 
minta kembali kekuasaan sebagai orangtua. 
 Pengangkatan seorang wali sementara itu dilakukan pula dalam 
hal tidak diketahui hidup matinya bapak atau ibunya atau dalam hal 
tidak diketahui tempat kediamannya (pasal 359 ayat 3 KUH Perdata). 
   Selanjutnya, dalam KHI hak perwalian pasca putusnya 
perkawinan berkaitan dengan asas dan macam-macam perwalian, ini 
dapat diketahui karena dalam asasnya terdapat aturan bahwa selama 
orangtua masih hidup maka belum terbuka perwalian, kedudukan anak 
yang salah seorang orangtuanya meninggal dunia berada di tangan 
orangtua yang hidup lebih lama. Selanjutnya, dalam macam-macam 
perwalian hanya ada satu pasal yang membahas tentang bagaimana 
perwalian itu dapat terjadi yaitu yang terdapat pada pasal 108 KHI 
yang berbunyi “ orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau 
                                                             




badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak 
atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. 
   Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa hak perwalian 
dalam  KHI terjadi akibat putusnya perkawinan karena kematian.   
5. Syarat-Syarat Perwalian dalam KUH Perdata dan KHI 
  Mengenai syarat-syarat perwalian baik dalam KUH Perdata dan KHI 
memiliki aturan yang sama, pasal 379 KUH Perdata menyebutkan lima 
golongan orang yang dikecualikan atau yang tidak boleh menjadi wali 
yaitu: 
1. Orang-orang yang sakit ingatan (krankzinnigen)  
2. Orang yang belum dewasa (minderjarigen) 
3. Orang yang dibawah pengampuan (curatele) 
4. Orang yang dipecat atau dicabut (ontzet) kekuasaannya sebagai 
orangtua atau wali atas penetapan pengadilan.9 
5. Kepala dan anggota-anggota balai harta peninggalan.10 
   Pada pasal 107 KHI poin ke empat disebutkan “wali sedapat-dapatnya 
diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, 
berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan 
                                                             
  9 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Ibid., hlm. 194. 
 






hukum”.11Dari pasal 379 KUH Perdata dan pasal 107 KHI dapat dilihat 
bahwa syarat perwalian dalam KUH Perdata dan KHI sama. 
6. Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab Perwalian dalam KUH 
Perdata dan KHI 
 Mengenai kewajiban dan tanggung jawab perwalian, baik dalam KUH 
Perdata dan KHI sama-sama mengatur tentang tanggung jawab dari wali 
berkaitan dengan anak yang di bawah perwalian dan harta kekayaannya. 
Perbedaannya terletak pada masing-masing kewajiban yang harus 
dilakukan oleh wali. 
 KUH Perdata menyebutkan kewajiban wali sebagai berikut : 
1. Wali berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan 
terhadap minderjarige. 
2. Wali wajib memberitahukan mulainya perwalian kepada Balai Harta 
Peninggalan. 
3. Wali wajib mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan 
minderjarige yang dilakukan setelah 10 hari perwalian dimulai. 
4. Wali berkewajiban untuk mengadakan jaminan dalam waktu satu 
bulan sesudah perwalian dimulai, baik berupa hipotek, jaminan 
barang atau gadai. 
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5. Wali berkewajiban mentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-
tiap tahun oleh minderjarige itu dan jumlah biaya-biaya pengurusan. 
6. Wali berkewajiban untuk menjual perabot-perabot rumah tangga 
minderjarige dan semua barang bergerak yang tidak memberikan 
buah, hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang 
diperbolehkan disimpan. 
7. Wali berkewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang Negara 
jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarige ada surat-surat 
piutang Negara.  
8. Wali berkewajiban untuk menanam (beleggen) sisa uang milik 
minderjarige setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya. 
Selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab wali dalam KHI  : 
1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di 
bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban 
memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya 
untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. 
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta 
orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan 
tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah 





3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat 
kesalahan atau kelalaiannya (pasal 110 ayat 3 KHI).        
Pertanggungjawaban wali tersebut dibuktikan dengan pembukuan 
yang ditutup tiap satu tahun sekali. 
4. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di 
bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 
tahun atau telah kawin. 
7. Pembebasan, Pemecatan atau Batalnya Perwalian dalam KUH 
Perdata dan KHI 
 KUH Perdata menyebutkan ada sepuluh alasan yang dapat membuat 
seseorang dapat meminta pembebasan menjadi wali, yaitu sebagai 
berikut:12 
1. Mereka yang dalam menjalankan tugas Negara di luar negeri. 
2. Anggota-anggota tentara yang menjalankan tugas. 
3. Mereka yang melakukan jabatan umum, selalu berada di luar provinsi 
pada saat-saat tertentu. 
4. Mereka yang telah mencapai umur genap 60 tahun jika mereka 
diangkat sebelumnya, maka mereka boleh meminta supaya dilepas dari 
perwalian, setelah berumur enam puluh tahun. 
                                                             




5. Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit atau kesusahan yang berat 
dan cukup terbukti. Mereka terakhir boleh meminta dilepas, jika 
penyakit atau kesusahan itu timbul setelah pengangkatan mereka 
sebagai wali. 
6. Mereka yang diserahi tugas memangku dua perwalian, sedangkan 
mereka sendiri tak mempunyai anak. 
7. Mereka yang diserahi tugas memangku satu perwalian, sedangkan 
mereka sendiri mempunyai anak-anak. 
8. Mereka yang pada hari pengangkatan mempunyai anak sah lima atau 
lebih. 
9. Perempuan yang dalam keadaan tidak bersuami pada saat menerima 
perwalian, boleh meminta supaya dilepas, apabila ia kawin. 
10. Mereka yang tidak bertalian keluarga sedarah atau semenda dengan 
anak yang belum dewasa, jika dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri, tempat perwalian itu diperintahkan, ada keluarga sedarah atau 
semenda yang cakap memangkunya. 
  Berkaitan dengan pemecatan dan pencabutan kekuasaan perwalian, 
hukum perdata mengaturnya dalam pasal 380 KUH Perdata, hakim dapat 
memecat kekuasaan seorang wali apabila : 
1. Ia berkelakuan buruk 
2. Ia tidak cakap dalam menunaikan perwalian 




4. Ia dalam keadaan pailit 
5. Ia berperkara dengan si anak yang belum dewasa 
6. Ia mendapat hukuman karena suatu kejahatan terhadap si anak yang 
ada dalam kekuasaannya.13 
 KHI pada pasal 109 menyebutkan batalnya perwalian yaitu bahwa 
pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan 
hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan 
kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau 
melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali 
demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. 
  Pasal 109 KHI tersebut menjelaskan hal-hal yang dapat menyebabkan 
batalnya perwalian yang sebagian besar sama dengan yang ada pada pasal 
380 KUH Perdata, yaitu: 
1. Wali tersebut seorang pemabuk 
2. Wali tersebut  seorang penjudi 
3. Wali tersebut seorang pemboros 
4. Wali tersebut gila 
5. Wali tersebut lalai dan menyalahgunakan hak dan wewenangnya. 
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8. Mulai dan Berakhirnya Perwalian dalam KUH Perdata dan KHI 
 Dalam pasal 331 a KUH Perdata ditentukan mulai berlakunya 
perwalian untuk tiap-tiap jenis perwalian : 
1. Bagi wali yang diangkat oleh hakim (datieve voogdij) dimulai dari saat 
pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya itu. Bila ia tidak hadir 
maka perwalian itu dimulai sejak saat pengangkatannya itu diberithukan 
kepadanya. 
2. Bagi wali yang diangkat oleh orangtua (testamentaire voogdij) dimulai 
dari saat orangtua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan 
menerima pengangkatannya itu. 
3. Bagi wali menurut undang-undang (wettelijke voogdij) dimulai dari saat 
terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian 
salah seorang orangtua. 
Selanjutnya mengenai berakhirnya perwalian, berakhirnya perwalian dapat 
ditinjau dari dua segi, yaitu dalam hubungan dengan keadaan anak dan dalam 
hubungan dengan tugas wali. 
1. Dalam hubungan dengan keadaan anak 
 Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena si anak 
yang di bawah perwalian telah dewasa (meerderjarig), si anak 
(minderjarige) meninggal dunia, timbulnya kembali kekuasaan 
orangtuanya (ouderlijkkemacth) , dan pengesahan anak luar kawin. 




 Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir 
karena, wali meninggal dunia, wali dibebaskan atau dipecat dari 
perwalian (ontzetting of ontheffing) dan ada alasan pembebasan dan 
pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUH Perdata). Sedangkan, syarat 
utama untuk dipecat sebagai wali ialah karena disandarkan pada 
kepentingan minderjarige itu sendiri. 
  Pasal 111 ayat 1 KHI menyebutkan wali berkewajiban menyerahkan 
seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang 
bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Dari pasal 
tersebut diketahui bahwa berakhirnya perwalian pada saat umur anak yang 
berada di bawah perwalian mencapai 21 tahun atau telah kawin karena 
umur 21 tahun dianggap telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan 
hukum. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam KUH 
Perdata dan KHI sama-sama mengatur tentang berakhirnya perwalian pada 
saat si anak yang berada di bawah perwalian telah dewasa.  
B. Analisis Perbandingan Hak Perwalian Pasca Putus Perkawinan dalam 
KUH Perdata dan KHI 
 Hak perwalian pasca putus perkawinan adalah hak perwalian yang 
diperoleh dari adanya peristiwa putusnya ikatan suami isteri, baik putus 
perkawinan karena kematian, perceraian maupun putusan pengadilan. 
Perwalian adalah pengawasan yang dilakukan terhadap diri pribadi seorang 




haknya sering terjadi perselisihan tentang siapa yang lebih berhak atas 
perwalian anak tersebut.  Perwalian yang sering terjadi di masyarakat 
dilakukan dengan hukum adat, tidak ada aturan yang mengikat sehingga 
pertanggungjawaban wali terhadap diri anak yang di bawah perwaliannya dan 
hartanya tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dalam prosesnya sering 
terjadi penyalahgunaan wewenang dan perebutan hak. Oleh sebab  itu, aturan 
perwalian sangat dibutuhkan. 
 Berdasarkan aturan perwalian yang telah dijelaskan dalam 
pembahasan, dapat diketahui bahwa proses perpindahan hak perwalian dapat 
terjadi karena beberapa hal antara lain meninggalnya salah seorang orangtua  
si anak sehingga perwalian jatuh ditangan orangtua yang hidup lebih lama, 
hak perwalian karena adanya wasiat dari orangtua yang meninggal dunia, 
selanjutnya hak perwalian yang diperoleh atas putusan hakim. KUH Perdata 
membagi hak perwalian dalam 3 macam, yaitu: 
1. Perwalian menurut undang-undang (Wettelijke Voogdij), yaitu perwalian 
dari orangtua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia 
lebih dahulu. 
 Pasal 354 KUH Perdata menentukan bahwa orangtua yang hidup 
terlama (langslevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali. Ketentuan 
ini tidak mengadakan pengecualian bagi suami isteri yang hidup terpisah 
karena perkawinan yang bubar oleh perceraian atau pisah meja dan tempat 




meninggal dunia, maka dengan sendirinya (van rechtwege) ibu menjadi 
wali atas anak tersebut. 
2. Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (testament) atau akte khusus. 
 Menurut pasal 355 ayat 1 KUH Perdata, menentukan bahwa masing-
masing orangtua yang melakukan kekuasaan orangtua atau menjalankan 
perwalian atas seseorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali 
atas anak-anak itu jika sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak 
terdapat pada orangtua yang lain, baik dengan sendirinya ataupun karena 
putusan hakim. Ketentuan ini mengandung makna, bahwa masing-masing 
orangtua yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orangtua, berhak 
mengangkat wali jika perwalian tersebut memang masih terbuka. 
3. Perwalian yang ditentukan oleh hakim. 
 Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena, perkawinan orangtua 
putus baik disebabkan salah seorang meninggal, perceraian atau karena 
putusan pengadilan dan kekuasaan orangtua dipecat atau dibebaskan. Oleh 
sebab itu, menurut pasal 359 KUH Perdata menentukan bahwa pengadilan 
dapat menunjuk seorang wali bagi semua minderjarige yang tidak berada 
di bawah kekuasaan orangtua. Hakim akan mengangkat seorang wali yang 
disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut. 
Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil 
keluarga sedarah (bloedverwanten) atau semenda (aangehuwden).




mungkin seseorang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian maka 
Pengadilan Negeri mengangkat seorang wali sementara selama orangtua 
atau wali itu tidak dapat melakukan kekuasaannya sampai yang 
berkepentingan (orangtua atau wali) itu minta kembali kekuasaan sebagai 
orangtua. 
 Pengangkatan seorang wali sementara itu dilakukan pula dalam hal 
tidak diketahui hidup matinya bapak atau ibunya atau dalam hal tidak 
diketahui tempat kediamannya (pasal 359 ayat 3 KUH Perdata). 
 Menurut KHI seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan, 
perwalian hanya terjadi apabila kedua orangtua telah meninggal dunia atau 
kedua orangtua tidak cakap hukum, sehingga apabila salah seorang dari 
orangtua meninggal dunia maka kedudukan sebagai wali berpindah kepada 
orangtua yang hidup lebih lama, selanjutnya hak perwalian dapat juga 
diperoleh dari wasiat orangtua yang telah meninggal dunia. Pasal 108 KHI 
yang menyebutkan “ Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau 
badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau 
anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Dari penjelasan tersebut dapat 
dilihat bahwa hanya perkawinan yang putus karena kematian yang dapat 
menimbulkan hak perwalian. Sedangkan perkawinan yang putus karena 
perceraian menimbulkan pemeliharaan anak ( hadhanah ), ini sesuai dengan 
yang tertuang pada pasal 105 KHI yang berbunyi “dalam hal terjadinya 




( dua belas ) tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah 
mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya 
sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan di tanggung oleh 
ayah “.  
 Berdasarkan penjelasan  di atas, dapat diketahui persamaan antara hak 
perwalian dalam KUH Perdata dan KHI:  
1. Perpindahan hak perwalian terjadi dari salah seorang orangtua yang 
meninggal dunia kepada orangtua yang hidup lebih lama secara 
otomatis terjadi. 
2. Perpindahan hak perwalian karena wasiat atau akta khusus dari 
orangtua yang meninggal dunia. 
Selanjutnya,  perbedaan hak perwalian dalam KUH Perdata dan KHI 
yaitu: 
1. KUH Perdata menyebutkan bahwa putusnya perkawinan menimbulkan 
hak perwalian, baik putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, 
ataupun putusan pengadilan. 
2. KHI menyatakan perwalian hanya timbul dari putusnya perkawinan 
karena kematian. 
3. Putusnya perkawinan karena perceraian tidak menimbulkan perwalian 
dalam KHI, tetapi menimbulkan pemeliharaan anak ( hadhanah). 
4. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan tidak menimbulkan 













1. Aturan hak perwalian pasca putus perkawinan dalam KUH Perdata dan KHI: 
a. KUH Perdata 
Perwalian dapat terjadi karena beberapa hal yaitu, jika salah seorang 
orang tua meninggal dunia, maka perwalian dapat langsung berpindah 
kepada orang tua yang hidup lebih lama, jika kedua orang tua 
meninggal dunia, maka perwalian dapat terjadi melalui pengangkatan 
wali yang dilakukan sebelum orang tua tersebut meninggal dunia 
dengan wasiat atau akta khusus. Perwalian selanjutnya dapat terjadi 
karena putusan pengadilan atau putusan hakim, perwalian seperti ini 
terjadi karena perkawinan putus, baik putus karena kematian, 
perceraian maupun putusan pengadilan dan hilangnya kekuasaan 
orangtua karena dipecat atau dibebaskan. 
b. KHI 
Perwalian dapat terjadi hanya jika salah seorang atau kedua orangtua 
meninggal dunia, artinya perkawinan tersebut putus karena kematian. 
Jika salah seorang orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang 




orang tua meninggal dunia maka perwalian dapat terjadi karena 
adanya wasiat. 
2. Persamaan dan perbedaan hak perwalian dalam KUH Perdata dan KHI: 
a. Persamaan  
1) Hak perwalian dari salah seorang orang tua yang meninggal dunia 
berpindah secara langsung kepada orang tua yang hidup lebih 
lama. 
2) Hak perwalian dari kedua orang tua yang meninggal dunia dapat 
terjadi karena wasiat atau akta khusus. 
b. Perbedaan 
1) Putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan putusan 
pengadilan dapat menimbulkan hak perwalian dalam KUH 
Perdata. 
2) Dalam KHI, perwalian dapat terjadi hanya karena putusnya 
perkawinan karena kematian, sedangkan perkawinan yang putus 
karena perceraian dan  putusan pengadilan tidak menimbulkan hak 
perwalian melainkan hanya pemeliharan anak (hadhanah)  
B. Saran-saran 
Adanya perbedaan antara KUH Perdata dan KHI mengenai hak perwalian 
harusnya dapat dikembangkan sehingga terbentuk hukum nasional yang 
seragam. Akan tetapi, hal-hal yang tidak memungkinkan keseragaman biarlah 




Bagi masyarakat diharapkan setelah mengetahui persamaan dan 
perbedaan hak perwalian dalam KUH Perdata dan KHI akan menjadi sumber 
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